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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR © +

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menumbang

Mengingat

.

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN BEAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa sesual ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri
Dalam  Negeni Nomor 27V Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 pada Romaw: V
angla 25, bahwa Program dan kegiatan vang dibiayai dari dana
transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat,
Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan vang bersifat
khusus serta pelaksanaan kematan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnva, vang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan
mendahuluil penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBDy dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran APBRD dan memberitahukan
kepada Pimpinan DFRD;

bahwa sehubungan dengan adanyva program dan kegiatan vang
persumber dan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yvang belum teranggarkan
dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014, maka
untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu
ditinndaklanjuti melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penjabaran Angpgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Beleasi Tahun Anggaran 2014

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, maka Perubahan Peraturan Bupat
Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anpggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Benta Negara Tahun 1950} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentulkan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang Undang Nomo: 14 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatent Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Bara! {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851];



=

Undarsg- Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang

Penyelenggarann Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3831);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor $286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Nepgara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2{){]_-4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Petubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578];

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuvangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Mentern
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

11

12.

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014,

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomeor 1 Tahun 2007

tentang Polcok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 20032
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bekasi schagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Nomor B}

[



13 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2014 [(Lembaran Daerah Kabupaten Bekas
Tahun 2014 Nomor 1);

14 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belkas: Tahun 2014

Nomeor 1});

MEMUTUSEAN :

etapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal I

eherapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang
siabaran APBD Tahun Anggaran 2014 (Benta Daerah Kabupaten Bekasi
2013 Nomor 1) dinbah sebagai berikut !

Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekas:
Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 3.594.189.067 546,00, diubah sehingga
harus dibaca sebagal berikut :

Pasgal 1

" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaien Bekasi Tahun Anggsran
2014 sejumlah Rp 3.752.634.492.546,00 dengan nincian sebagal benkut

1. Pendapatan Daerah Rp 3.230,196.977.546.00
2. Belanja Daerah Rp. 3.751.712.8587.246,00

Surplus/(Defisit) Ep. {512.515.905.700,00)

3, Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 513.437.515.300,00
b, Pengeluaran Rp. 921.605.600,00

#

Pembiayaan Netto REp. 512.515,909.700.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
Berkenaan Rp =

Ketentuan Lampiran 1 dan Lampiran [ diubah sehingga harus dibaca
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupali ini.

Hal-hal yanpg diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014, sepanjang
tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

+) -



Pasal I
Peraturan Bupau Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
padatanggal ,, ca.pvr 240

.¥ BUPATI BEKASI #
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